BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.2167, 2016

KEMENKEU. Kerja Sama. Kontraktor. BMN.
Pelaporan Aset. Pedoman Akuntansi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 236/PMK.05/2016
TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET
BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur
pedoman akuntansi dan pelaporan aset yang berasal dari
Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang diakui sebagai
Barang Milik Negara;

bahwa dalam rangka perubahan basis akuntansi dari
basis kas menuju akrual menjadi basis akrual dan
penyempurnaan proses akuntansi dan pelaporan Barang
Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak
Kerja Sama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama perlu dilakukan

penyempurnaan,;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik
Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja

Sama;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal
Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 270)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 442);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2054);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK
NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK
KERJA SAMA.


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/6TAHUN2006PP.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/71TAHUN2010PP.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/171~PMK.05~2007Per.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/135~PMK.06~2009Per.htm
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya
disingkat KKKS, adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan
Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk
melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak
Kerja Sama dengan Pemerintah.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang
berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang
selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh
barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli
Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan yang secara
langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi.

Unit Pengendali Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi yang selanjutnya disebut Unit Pengendali, adalah
unit yang  dibentuk  oleh Pemerintah  untuk
menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan
dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
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10.

11.

12.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan  pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) adalah laporan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo
Anggaran Lebih serta pengungkapan lainnya yang
diperlukan dalam rangka penyajian yang wajar.

Placed Into Service, yang selanjutnya disingkat PIS,
adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS
telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN

pada saat tertentu.



13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal Penilaian.

Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN,
adalah unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk
mengurus/menatausahakan/mengelola Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaan Bendahara
Umum Negara Pengelola Barang.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN,
adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja pada
Bendahara Umum Negara atas pengelolaan Barang Milik
Negara yang berasal dari KKKS.

Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK,
adalah arsip data yang disimpan dalam media
penyimpanan data digital yang dapat digunakan untuk
memindahkan data dari suatu komputer ke komputer
lainnya secara elektronis.

Verifikasi adalah kegiatan memeriksa kelengkapan
Dokumen Sumber secara formal yang digunakan sebagai
dasar untuk melakukan pencatatan aset.

Material Persediaan (MP) adalah barang/peralatan yang
diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut
aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan

operasi KKKS.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman akuntansi dan

pelaporan pengelolaan aset KKKS yang diakui sebagai Barang

Milik Negara.



